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: a. batrwa untuk memperoleh ftredibilitas yang memadai dari

auditan terlebih laL'i dari' masyarakat, maka [nspektorat

I(abupaten Lebong yang rnempurryai trrgas pokok

membar4tu Bupati dalam menyelenggarSkan kewenaxrgan

bidang pengau6"rn r.,*rih terhadap pelaksanaarr ryluruh

, bida'g kewina'gan daerah oleh pera'gfuat daerah,

. bertewajiban melakukan pembinadn secara berketanjutan

. terhadap parg Aparat Pengawa$an Intern Pemerintah (APIEi

bl tiirhwa sesuai dengan profesionalitas hrgasnya, APIP

difuntut unhrk jr.ljur, berdedikasi, bertanggung jawab, dan
{.
senantiasa mau bekerja keras serta memiliki etlka dan

mdrat.')rang tingd,, dehinlga mamPu mendorong adanya

. peningkatant<inir3apengawasan;.t 
c. bahwa berdasarkan perti*Uangan sebagainrana dimaksud

b +. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

." , Bupati tentali Kode Etik Aparat Pengawasan Irrtern

Pemerintatr (APIP} Ikbupaten Lebong;
I

: 1. " undang-Undang npffir]' s Tatrun t'G7 tentang

::' *:
.,.d

Ir

Pemberrtr:kari Sr%"i Bcnglnrlu (Lembaran Negara

Repu6lik Indonesh, Tahun 1967 Nomor: 19, ffambahan

Iembaran Negara Nomor Z!ZS); 
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undarry-undang Nomor 17 Talnrn 2OO3 tentang Keuarlgan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2003

Nomor 47, Tambahan Iembaran Irlegara Republik

Indonesia Nomor 42861;

UndangUndang Nornor 39 Tahun 2OO3 tentang

Pembenhrkan Kabgpaten Lebong dan Kabupa.ten

Kepahiang di Provinsi Bengktrlu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Og3 Nomor 154, Tambahan

Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 43491;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 &ntailg

Perbendaharaan Negara fiembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo4 Nornor 5; Tambatran Iembaran

. Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahqn 2OO4' tentang

Pembenhrkan Peratgran Perur,dang-undasgan (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO+ Nomor 53,

Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

438e);

6. undangr-undang., Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang

pemeriksaal, Fengelolaal dal Talggung jawab Keuangan

Negara (kmbaran Negara Republ$ Indonesia Tahun 2oo4

' Nomor 66; Tambahan Irmbaran Negara Republik

Indonesia N0mor aaOO);

undang-undang Nomor 15 Tatrun 20106 tentang Badan

p6meriksa 
" 
Keuangan (Lembaran Negara Hepublik{,

Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambatran Lrmbaran

Negara Republik Indonesil Nomor 46541;

undang undang 
" 
Nomor 38 Tahun 2AO7 Tenterig

Pembagian Urusan Peirerintahan antara Pernerintale

Daerah' kovinsi dan Pemerintah Daerah lbbupatenlKota

Perimbangan Keuangan antafa Pemerintah Rrsat dgn
;j,Daeratr (Lenibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAT

Lclnbaran ' Negara RePublik
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nomor 82, tambetf
Iridonesia Nomor 47 ATI;
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" 9. Undang:Undang* Nognor L2 Tatlm 2Alt tentang

Pembentrrkarr" p. eri$rran Perr:ndang-undangan

Negara " Republik Indonesia Tahun 2011
,!

Tambahan Lembaran'Negara Nomor S23a);
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XO. Undang.Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang

. Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244, Tambahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagainrana

telah diubatr beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor I Tahun 2015 tentang Ferubalran Kedr.ra

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

11. Peratrrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 Fengelolaan

' Keuangaa.Daerah (Lembaran Negara Republik Indoraesia

Tahr.m 2OO5 Nornor 140, Tambalran Lembaran Negara

Nornor 4575h

12. Per,aturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang

Disiplia Pegawai Negeri sipil (trrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
59

13. Peratuian Pefnerintah Nomor L2 Tafuun }OLV tentang
!

Pembinaan " dan Pengawasan Ferryelenwaxa@ru

- Pemerintatrag Daeratr (Lembaras Negara R.epr,lblik

Indonesia T..ft* ZOLT Nomor 73);

r*. Instnrksi Presiden Nomor 1 Tahun t999 tentang

Pengiriman Dokumen Pertanggungiawaban Keuangar,l

Trlegara kepatla Badan Pemeriksa Keuangan;

15. Perahrran Phesiden Nomry 55 Tahun 2Al2 tentang Strategi

Nasidnal Pencegatran dan Pemberantasan Korupsi Jangka

Panjarrg Tahun 201,2*2025 dan Jangka Menengah Tahun

. 2AL2-2p:L+;

'- id, felatrrran Mehteri Dalam. Negeri Nomor 5 Tahun L99V

tentalg Tu4hrtan Perbendaharaan dan TUntutan Ganti

R.rSt Keuangan dan Barang Daeratr;

12. pgratgran Menteri D;mnt Negeri Nomor 23 Tahun 2AOT
' '.'?,. ,tentang " P.edornan 

o'- Tata Cara Pengawasan ath's

Penyelenggaraart-' f,enterintatr Daerah sebagairgana t€l;afi

diubah dengarr Peraturan Menteri Dalam Negeri l{omor I
Tahr.rn 2OO9 tentang Pertrbahan atas Peraturzu?"&IenterlrU

Dalam Negeri Nomor lS fanun 
.2OO7; . 
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18. Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubatran Kedua Atas Peraturran Meirteri Dalarn

Negeri Nomor 13 Tahun 20106 tenta.ng Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerahl

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparattrr

Negara Nomor PE;Rlo4 /M.PAN/o3/20OB Tahurz 2008

tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

2o. Peraturan Daerah Kabupaten kbong Nomor 10 Tahun 2Ql6

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten LebongTahun 2OL6 Nolrror trO);

21. Peraflrran Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang

Susunare Organisasi dan Tata Kerja Perangicat Daerah

.Kabupaten lrbong.

MEMUTI'SI(AIII:

: PERATURAN EUPAT-I LEBONG TEI\TTANG I(ODE ETIK APAR^AT

PENGAIIIASAhI INTERN PEMERINTAH (APIP} KABUPATEI{
LEBONG

s

+: r

i..

.fforctafkrn

-'--=-:P^tl Etrrtrtr, KEIETVTT'AIY T'UUU "Ii

n I Pasall .

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1, Peinerintah Daerah. adatah Birpati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

; peayelenggara Penreriptatran Daerah.

2. 'Bupati'adalah BuPati Lebor;g"

. Inspelrtorat adalah Ins;rektorat Kabupatep kF S.

4,,, Inspektur I APIP Daerah'adalatr Kepaki Inspektorat Katiupaten trrbong"

S; . Ai;iat Pengwas Intern Pbmerintah yang belanjutnya disingkat APIP Daerale

'' adalah Inspektorat yang mempunyai hrgas pokok dan fungsi pengawasae dan
l'

bertanggungia$tab'kepada Eupati. ' "

Go Auditor adalah Pegawai Negeri..Sipil di lingkungan Inspektorat yallg diberi

tugas, tangung jawab, wev/enang dan hak oieh pejabat yang berwenairg untuk
i" melaksanakan tugas penga\Pasan bidang ffiat g.t''

''
'f: pengawas penyelenggaraan Unr94n Pemeiintatran di Daerah yang selar{utnya

' - disingkat dengan p2UpD "adatah Peglwafl Negeri Sipil yang diberi 
$ufas 

dart

tangggng jawab, wewena$g dan hak secafa penuh oleh pejabat

berurenang unhrk melakukan pengawasan diluqr pcngawasan keuangdan"

?,

t
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11.

Pl{g t€rt€ntrr adatratr Pegauai Negeri Sipil di Lingfungan Inspektorat yang diberi

tggas oleh pejabat yang berwenang unhrk melaksanakan hrgas pengawasan.

Auditan adalah obyek yang diaudit/diperiksa.

Kode Etik APIP Daeratr adatatr Aturan perilaku yang diberlakukan dalanr suafi.r

kelompok profesi di Lingklmgan Inspelrtgrat yang senantiasa harus dipatuhi

oteh para Audibr, P2UPD dan PNS tertentu yang diberi tugas sebagai APIP

Daeratr.

Atribut adhlatr tanda-tanda yang melengkapi pakaiar,r dinas yang dilEenakan

Auditor, PUPD dan PNS tertentr'r.

?

BAB II
ilAI€I'D DAIS TUJTIAIT

Pasal 2

U, Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP Daeratr adalatr unhrk nre-mbentuk jati
', did,Arrditor,, P2UPD dan PNS tertenhr guna memiliki etilra moral yang tinggi

-y r eaUa melaksanakan nrga$ dan/aQu dalam perilaku sehari-hari serta
.-' t tersedianya pedoman perilakr,r bagi Auditor, F2UPD dan PIIS tertenhr.

2l ftrjuan Kode Etik APIP Daerah adaiatr:
' a" ulelindrrnp para Auditor, P2UPD dan PNS tertenhr dari penganrh pihak lain

:: yang nnempunyai kepentingan .tertentu Fng dapat menyebab-kan tidak

; terpentrhiaya prinsip audit dalp pelaksanaan firgasnya; "'

' , b. memotivasi pe-ngembangqn qnofesi auditor secara berkelanjutanl
c. meun{udkan ilr,rdaya etis dalam profesi APIP Daerah; '

I d, nrcmasdkan bahwa Auditor, P2UPD dan PNS tertentu menjadi $eorang

profesional yang bertirigftah taau pada tingkat lebih tinggi dibandingl€n
' dengarr PnS hinirSra;

, e. merc6gah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, terpenuhinya prinoip -
: ' prinslp kerja yangr{kuntabel dan terlaksananya pengendalian audit;

i f. meumjudfuan Auditor, P?UPD dan PNS tertentu yang kredibel dengan kinerja

' y.rre *-ti*"f dalam i.t Luattaan audit; 
^

, g. m3grrmbuhkan kepercayaan diri huditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam

I sielalcsanaEan hrgas audiq .

; n" mengevalLrasi perilalor Auditor, P2UPD dan PNS tertenflr oleh Atasan APIP

t

' . BAB III *i KODE Efrry r
J 

- 
'^fti., Bagian l(e$gttt
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j 
Pasal 3 *

xoa" ,gli11 eprp Daeratr dalarn 'aupati ini diberlalnrkan begi Auditor,
I r- r

ipUpp dan pNS tertenhl di lingltungan Inspektorat IGbupaten lrbong. "i,-,
t , n',i .r+
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PdffirP - urr3ffiS"['iH1*, FBfllekr
Pasal 4

.Auditor, P2UPD dan PNS tertenhr dalam melaksanakan tugas berkewajiban

rnmatirhi prinsip-prinsip perilal<u sebagai berikut
a- Irtcgrftat

yaitu hanrs memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani,

bi$aksarra, dan beftangung jawab r:nffik membangun kepercayaalr gune

membe,ri,kan dasar bagi pengambilan kepug1rsan yang andal.

b. Obyeltlrttes
yaifu trans menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam

mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi arrditan

serta membuat penilaiap seimbang atas semua sihrasi yang relevan dan

tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalarn

mengambil liePuttrmn
G. Kerahaslaen

yaiar hanrs mengfrargai nilai dan kepemilikan informasi yang Citerimanya

dan ddak *"rrgrrirglrpk n informasi tersetut tanpa otorisasi' yang

rnemadai, kecuali dihamskan oleh peraturan pcrundang - undangan"

d" trompctonsl
yaiAr hgrrs memiliki pengetatruan, keatrliah, pengalaman dan keterampilan

Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam mglaksanakan trigas berkewqiiban

memahrlti attran perilaku sebagai UetiAut : ' 1

l. me.laksarral<an tugasnya secara jujur, teliti, bbrtanggung jawab darr

bereunguh-sr.urgguh;
2. rnenuqlrkkan kesetidan dalam segala hal yang' berkaitan dsngm profesi

dan orgarrisasl ditam melaksanakan ttrgas;

3. rnengikr ti perkembangan peraturan perturdang-undangan dan
' mtrrgungkapkan sega,la hal" yang ditentukan oleh peraturan perundang-

4. menjaga citra, meiaqlrung visi dan riisi'o'rganisasi;

E"fidak rnet{adi bagan kpgiatan.ilegal, atau mengikatkan diri pada tindal{an-
. tindatiahyans dapat mendiskreditkan profesi APIP atau orgarrisasi;

6, menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama Auditor, P2UPD dan

PNS'tertenfu dalarn pelaksanaan pemeriksaanlaudit;
?. satins mengfl4gattr<an, membimbing dan rnengoreksi perilatrm sesama

.?'

b. Obyotlf,vilas r

u

,t

21,

r4a
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'* t. margpngftapkan semua'fakta' material diketahuinya dan apabila tidak
dilrng[<aplran mungkin daPat pelaporarr kegiatan-kegiatan yang

d'iperi,ksa/audit;'
- Z,tidak berpartisipasi "dalam ke[ftrtafl atau hubungan-hubur4pan yat-g

;mungtcin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian f*g tidak

memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinva benturan

kepentin$n; 
- 

.ii" .'''.'$
B. menolaklsuatu pembelian dari auditan yang. terkait .dengan keputtrsq&:''

maupunpertimbanganprofesionalnya. 
+
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c.Ilsrahaslaan
i f " secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala irrforrnasi yang

i, ' diperoleh dalam pemeriksaan/audit;
t Z.d;ak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan

, pribadilgolongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang

; 
befientangan dengan prahrran perunilang - undangan

; d,IIompctsasl
; ,1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
t, Z.tenrs nlenerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas

i hasil pekerjaan;
, B, meno[ak unhrk melaksanakan ttrgas apabila tidak sesuai dengalr

pengetahuan, keatrlian, dan keterampilan yang dimiliki.

' 
alukunc' Denefapan prinsip dt 'laku sebagaimana3li Ur,$nlk mendukgng' penefapan prinsrp dan attrran perl'i 

,Cirr,rafrsu4 pada ayat (1) dan ayat (2), Auditor, P2UPD dan PNS terteirtu dalam

'l melaksanafan hrgasnya' menggunakan pakaian seragam Dinas Pemerintah

; I(abupaten lebong, atau dapat juga rnenggunakan pakaian sebagai berikut :

a" trda
l,papat mengena&an celana panjang dan kemeja polos lengan panjang

. terdasi, kemeja polos lengan pendek, kemeja batik, PDH Bebas (lengan

pendek/par{and, dan FDL yang secara u.futr berada dalA.m sattr kesatuan

warna dan penampilan y'ang -sdrasi, menat'ik dan wajar; 'i
2. dapat memakai kelengkapan"pakaian antara tain atribut dan sepatur warIla

hitam heri$;lJtt kaos kalci,'ikat pinggang yang benttrk dan ata.u mode yang

digunEkan :berpenarnpitaa waj ar-
:

b. Waalta
n. dapat mengenalcan ce&ana panjang/rok dan kemeja/blouse (lengan

pendgk/par{ang} serta blazer yang secara uhrtr berada dalam satu

t 
".t*t.tqrt 

warna dan penampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;

e. dapat memakai ldengkapan pakaiari anthra lain atribut dan sepattr waflra

"hit"* denganr hak yang tidak terlalu tingg yang bentuk dan atau rnode

: yaxrg diguakan berpenampilair wdar, ,

i ..
BAB IV

1' .i PEITGAI'UAIS
. ; Pasal 5

1) n pengaduan 
"L* pelanggaranTosnrmpans..L"og dil€kukan oleh Auditor,

'; pZUPD dan pNS tert€nhr terhadap kode etilffirihisampaikan kepada Inspekhrr"

ZI renga6rap sebagaimbna dimaksud pada riyat 
1i1 

hanrs didulmng dengan alasan
': 

-- ,la"ur, dan/ aUi:g- data/infortnasi yanB dapt dipertangungiawabkan
.G.

sli Atais: dasar pengaduan sebagaimana dimaksud fada ayat (U da# ayat {2},

,.' , Inspoktirr 1- eirnpinan APIP Daeratr dapat membentuk Badan Kehorrnatan
,i Profesi r 's ,F 

.th,
. t, ;'l

l.l a
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BAB V
T.A8AI{GAIY DAil SAI{HSI

Bagan Kesahr
t,aranpr

Pasal 6

"

i.. l,,'t;i, me lal rnal<an kewena-ngann5ra;

2. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
, S.i melakukan peureriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
:

l. +.! m--enggunalran data/informasi, yang sifatnya ratrasia bagi kepentingan pribadi

- atau gotongan yang mungkin akan merusak narna pihak yang diperiksa serta

i,l, I i A*y" dapat mengernukalcannya atas perintah pejabat yang berwenang;

i, 
: ;,S,i mrerima hadiah atam ses,iratu pemberian berrpa apapun dari siapapun yang

pahrt dapat dikira hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung

Lrhubungan dengan tugas pemeriksaan;
merlraksa pegara.i l,ain untutrc melakukan tindakan melawan hukum .t*, tidak

etis. 
t

--
r:

.' 6.
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Bagian lfedqa
SBnksti : 
Pasal?

l{
':

'* i'
:; $.', ,,

1".'1,

;, ',. a.

, i,, 1),, Alrrditor, P2UPD dan PNS fprtenhr yqng terb-ukti melanggar Kode Etik akan

' !.,' ', i Aif*ou**, sanksi oleh Inspekf,ur / nrn*rpinan ehp Daeratr' 
:

i,. l :i: 
-r+r---

1,;, :,.2[, Ikntg]r-benhrk sanksi yar]g direlcomendasikan oleh Badan Kehornratan"Pnofesi

i anfira lain berupa :

: a. t€guran tertrrlis;

i b. usulan pemberhentian; . :
c. tidak dihri pemeriksaan/audit selama janglra wltcru tertentu-

Da1alrr beberapa hal, Belar,ggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi

seguai deqsarperafi+r; pemndang-undangan yagg berlaku. ,

a.
P'

BAB VII
-..r' IiETEII.fITAN Pt!{PTt'P't Pasal 8" ,

l:rJ
1}, Hal-hal' yang tHd; {ianr.r ,dalam, Peratur3n- :t- *oTlang nnengenai

. 
',, 

teknis pefafcsaruiariqfa; akan ditetap\an lebih larriut oleh Bupati."

i' et p,"i"t"ir*- sebagafur;a dimaksuci pada ayat (1) dilimpahkan kepada

ir; *:, i, i* .l Pidrpinan irnp Daerah atas nama"pupati.i ff.ji . : 
;?.4"'
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ffipati ini rnutai bgrlehr pada tanggal dirxrdanglran.
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Ditetapkan di Ttrbei .
pada thnqgal I tbva*ot zoLT
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